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ABSTRAK

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI FAKTOR
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: 5 PROVINSI
PULAU SUMATERA)

Oleh:
Harta Sinta; Azwardi; Anna Yulianita

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan
untuk melihat kemampuan perekonomian dan kesejahteraan suatu negara bahkan
dalam lingkup wilayah. Keadaan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup negara
maupun wilayah memungkinkan untuk terus berubah di setiap tahunnya karena
disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh faktor indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan derajat
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan wilayah studi 5
provinsi Pulau Sumatera selama 2010-2020. Dalam penelitian ini digunakan
metode analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan jumlah penduduk dan derajat
desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi Pulau Sumatera dalam periode 11 tahun
tersebut. Disarankan kepada pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang
lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam
pengoptimalan kualitas manusia dan memperbaiki strategi dalam mengelola
keuangan daerah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah
Penduduk, Derajat Desentralisasi Fiskal

Ketua Anggota
Dr. H. Azwardh S.E., M.Si Dr. Hj. Anna YuIianita,'S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003 NIP. 197007162008012015
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ABSTRACT

HUMAN DEVELOPMENT INDEX, POPULATION, AND DEGREE OF
FISCAL DECENTRALIZATION AS FACTORS OF REGIONAL
ECONOMIC GROWTH (CASE STUDY: 5 PROVINCES OF SUMATRA
ISLAND)

By:
Harta Sinta; Azwardi; Anna Yulianita

Economic growth is one of the benchmarks that can be used to see the economic
capabilities and welfare of a country even within the scope of the region. The state
of economic growth within the scope of countries and regions makes it possible to
continue to change every year due to various factors. This study aims to analyze the
influence of human development index factors, population, and the degree of fiscal
decentralization on regional economic growth with a study area of 5 Sumatra Island
provinces during 2010-2020. In this study, a quantitative descriptive analysis
method was used with panel data regression analysis techniques. The results
showed that the human development index had a significant effect on economic
growth while the population and degree of fiscal decentralization did not have a
significant influence on economic growth in the 5 provinces of Sumatra Island in
the 11-year period. It is recommended that local governments can take more
effective policies in increasing economic growth, especially in optimizing human
quality and improving strategies in managing regional finances.

Keywords: Economic Growth, Human Development Index, Population, Degree of
Fiscal Decentralization
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang yang umumnya tidak terlepas dari
berbagai permasalahan terutama dibidang perekonomian. Salah satu tolok ukur
yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan perekonomian suatu negara yaitu
dari aspek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan
sebagai indikator untuk menganalisa kinerja perekonomian dalam upaya
membangun jalannya aktivitas ekonomi suatu bangsa (Utami, 2020). Proses yang
ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah penghasilan masyarakat (meliputi
hasil produksi barang dan jasa) suatu negara dalam periode tertentu dibandingkan
dengan periode sebelumnya, termasuk di dalamnya terdapat upaya untuk
membenahi berbagai bidang pada sistem kelembagaan disebut dengan
pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya
membangun sangat mengharapkan kondisi pertumbuhan ekonomi berada pada
angka yang stabil karena dalam keadaan tersebut berbagai masalah-masalah

perekonomian dapat teratasi (Asnidar, 2018).

Dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020), pertumbuhan ekonomi
Indonesia mengalami keadaan yang agak berfluktuatif dan relatif menurun di tahun-
tahun terakhir. Pada tahun 2016 sampai 2018 angka pertumbuhan yang dicapai
berada pada kisaran 5 persen dengan kondisi sedikit meningkat yaitu dari 5, 03

persen menjadi 5, 17 persen. Namun di tahun 2019 mulai terjadi penurunan sebesar



0, 15 persen. Kemudian pada tahun selanjutnya penurunan masih berlanjut yang
bahkan menyumbangkan nilai minus. Badan Pusat Statistik (2021) menyatakan
bahwa terjadinya kontraksi sebesar 2,07 persen menekan pertumbuhan
perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang jauh merosot dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Kondisi kemerosotan ini dikarenakan adanya dampak dari
faktor resesi ekonomi dunia akibat serangan virus Covid-19 yang juga banyak
berimbas pada berbagai bidang. Selain itu, secara spasial struktur perekonomian
Indonesia yang dapat ditinjau dari penyumbang kontribusi terhadap PDB Indonesia

sebagian besar masih dikuasai oleh provinsi yang berasal dari Pulau Jawa.

Jika dilihat dari aspek kewilayahan, setiap provinsi di Indonesia memiliki
tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Dengan jumlah provinsi yang
terbilang cukup banyak, masing-masingnya pun memiliki kapasitas dan kebutuhan
yang beragam pula. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dari 34 provinsi yang ada di
Indonesia merupakan wujud dari bervariasinya potensi alam dan kualitas sumber
daya manusia serta peran teknologi yang ada di setiap daerah (Umiyati, 2014).
Kelompok provinsi di Pulau Sumatera termasuk ke dalam salah satu wilayah yang
memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah di tingkat nasional walaupun
menjadi wilayah dominan penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar
setelah Pulau Jawa. Laju pertumbuhan masing-masing provinsi pun tergolong

berfluktuatif seperti yang telihat pada Grafik berikut:



=== Aceh
Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau
2 —e— Jambi
0 =@--Sumatera Selatan
2017 2018 2019 =@—Bengkulu
-2 =@=_ampung

=@=— Kep. Bangka Belitung
=@ Kep. Riau

-6

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2016-2020
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera 2016-2020

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dalam periode waktu 5 tahun tingkat
pertumbuhan sepuluh provinsi secara umum berada dalam posisi yang tidak
konstan. Di tahun terakhir (2020) terjadi penurunan secara signifikan dan bahkan
ada yang mencapai nilai negatif. Rata-rata pertumbuhan selama 2016-2020 sebesar
2 sampai 4 persen. Pada kenyataannya, wilayah Pulau Sumatera memiliki potensi
dalam pengembangan perolehan hasil bumi dan lumbung energi seperti hasil
batubara dan pertambangan sekaligus menjadi pusat produksi karet dan kelapa
sawit. Namun, potensi tersebut belum dapat mendukung sepenuhnya kemajuan
bidang ekonomi khususnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2017). Diantara kesepuluh anggota provinsi,
terdapat 5 provinsi yang menduduki posisi pertumbuhan ekonomi terendah di pulau
tersebut bahkan tergolong separuh terendah dalam cakupan nasional. Tabel berikut

memperlihatkan kelima provinsi tersebut.



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 5 Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi
Tahun . .
Aceh Riau Lampung Kep. Babel Kep. Riau

2016 3.29 2.18 5.14 4.10 4.98
2017 4.18 2.66 5.16 4.47 1.98
2018 4.61 2.35 5.23 4.45 4.47
2019 4.14 2.81 5.26 3.32 4.83
2020 -0.37 -1.13 -1.67 -2.30 -3.80
Rata-rata 3.17 1.77 3.82 2.81 2.49

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2020

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa 5 provinsi dengan rata-rata tingkat
pertumbuhan terendah selama tahun 2016 sampai 2020 yakni terdiri dari Provinsi
Aceh, Riau, Lampung, Kep. Bangka Belitung, dan Kep. Riau. Besaran nilai
persentase laju pertumbuhan hanya memiliki capaian di bawah 4 persen. Dalam
kurun waktu lima tahun, masing-masing provinsi mengalami laju pertumbuhan
yang berfluktuatif dan menuju pada kondisi penurunan. Angka pertumbuhan
tersebut pun masih dibawah target yang ingin dituju pemerintah provinsi setempat
dan juga belum menggapai target nasional. Kondisi yang terjadi tidak terlepas dari

berbagai faktor yang menjadi penyebabnya.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2017) menyebutkan bahwa
yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Sumatera
diantaranya yaitu berasal dari masalah kondisi jalan, jumlah pelabuhan, proses
perizinan dari pemegang kekuasaan setempat serta di beberapa provinsi masih perlu
adanya perbaikan dan pemberdayaan bagi kualitas sumber daya manusia. Namun

sebaliknya, terdapat juga faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya



di wilayah tersebut yaitu berasal dari indikator pembangunan manusia berdasarkan

kualitas SDM serta kuantitas penduduknya (Saputra & Mahmudi, 2012).

Sebagai salah satu aspek yang mendorong serta dapat menghambat tingkat
pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hal
penting yang tidak dapat terlepas dari berbagai bidang dalam kehidupan terutama
terhadap pembangunan negara. Tingkat kualitas SDM pun berhubungan erat
dengan kesejahteraan masyarakat. Taraf kesejahteraan di masyarakat dapat
ditingkatkan melalui kualitas pembangunan karena cikal bakal penggerak
pembangunan adalah manusia itu sendiri atau masyarakat (Alkhoiriyah & Sa’roni,
2021). Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan guna
mencapai kehidupan yang sejahtera harus dapat mengoptimalkan secara maksimum
kemampuan dan potensi sumber daya manusia. Negara yang sejahtera berasal dari

kondisi masyarakatnya yang juga sejahtera.

Berbicara mengenai kesejahteraan, salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukurnya yakni dari indeks pembangunan manusia (IPM). Poin-poin
utama dari IPM berupa usia penduduk, kemampuan dan pengetahuan yang ditinjau
dari melek aksara dan rata-rata tingkat pendidikan, tingkat kelayakan hidup yang
diukur dari PDRB per kepala berdasarkan standar daya beli masyarakat dengan
masing-masing poin tersebut merupakan gabungan dari elemen dasar pembangunan
manusia (Asnidar, 2018). Adanya kesinambungan dari berbagai bidang (SDM
dengan kualitas dan aktivitas ekonominya) akan membentuk manusia yang unggul
yang kemudian dapat menggerakkan roda perekonomian dan mengantarkan pada

tercapainya kesejahteraan. Artinya, tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM)



dan kesejahteraan yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dapat
berperan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Wididarma & Jember
(2021) memperoleh hasil bahwa jika capaian indeks pembangunan manusia dalam
skala yang tinggi maka tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pun akan
mengalami peningkatan. Di wilayah Pulau Sumatera secara umum kualitas IPM
nya terus berkembang, tak terkecuali pada kelima provinsi seperti yang tergambar

pada grafik di bawah ini:

Kep. Riau

Kep. Bangka Belitung

m 2020

Lampung 2019
2018

Riau = 2017

= 2016

Aceh

62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 7200 74,00 76,00 78,00

Persentase IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2016-2020
Gambar 1.2 IPM 5 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020

Gambar 1.2 memperlihatkan tingkat IPM di lima provinsi dari waktu ke
waktu yang konsisten mengalami peningkatan selama periode 5 tahun. Tingkat IPM
tertinggi dari kelima provinsi tersebut dimiliki oleh Kep. Riau dengan capaian
angka rata-rata 74, 87 persen. Sebaliknya pada tingkat IPM terendah berasal dari
Provinsi Lampung dengan angka rata-rata 68, 84 persen. Berdasarkan data dari

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2017) bahwa angka kesempatan



hidup dan tingkat hidup layak serta angka pendidikan yang cukup tinggi menjadi
faktor yang membuat Kep. Riau berada pada posisi tertinggi dalam membangun
kualitas SDM. Sementara itu, berbeda dengan Provinsi Lampung yang menduduki
tempat paling bawah pada tingkat kapasitas pembangunan manusia diantaranya
disebabkan oleh angka harapan hidup yang masih rendah dan terdapat daerah-
daerah terisolir dengan akses terbatas yang berimbas pada rendahnya tingkat
pendidikan. Secara keseluruhan, kondisi IPM di provinsi-provinsi tersebut telah
mendefinisikan bahwa kualitas sumber daya manusianya telah berkembang dan

mulai menempuh kemajuan.

Selanjutnya, yang menjadi bagian dari faktor pendukung tumbuhnya
perekonomian dalam suatu wilayah yakni kuantitas atau jumlah penduduk. Aspek
jumlah penduduk perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh pada berbagai
bidang. Dalam kehidupan ekonomi, jumlah penduduk berkontribusi cukup penting
karena aktivitas ekonomi dapat berkembang secara terus menerus yang diwujudkan
melalui banyaknya jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semestinya dapat
meningkatkan hasil produksi dengan kuantitas yang cukup melimpah serta dapat
mendatangkan para konsumen (Darma, 2021). Di dalam kegiatan perekonomian
diperlukan efisiensi dari penduduk di suatu wilayah tersebut. Kondisi ini
diwujudkan melalui penduduk yang bertindak sebagai tenaga kerja yang terkategori
produktif sehingga dapat menghasilkan jumlah produksi atau output yang
melimpah. Konsumen mendapatkan kebutuhan yang diinginkan sehingga
berdampak pada keberlanjutan dalam kegiatan perekonomian yang terus berjalan

dan nantinya akan berlanjut pada berlangsungnya proses pembangunan (Arifin &



Fadllan, 2021). Semakin banyak jumlah penduduk yang berkualitas maka dapat

mempercepat aktivitas ekonomi untuk bertumbuh.

Jumlah penduduk di Pulau Sumatera terkategori dalam jumlah yang tidak
terlalu padat dan masih lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Dalam jangka
waktu 5 tahun, jika dilihat dari lima provinsi yang tergabung di pulau tersebut,
jumlah penduduk terbanyak berasal dari Lampung yakni sekitar 8.205.000 jiwa saat
tahun 2016 yang kemudian meningkat menjadi 9.008.000 jiwa pada 2020.
Sementara, untuk provinsi dengan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kep.
Bangka Belitung dengan total kurang lebih 1.402.000 jiwa pada 2016 dan sedikit
bertambah namun tetap konsisten pada angka 1 juta di tahun 2020 yakni sebesar
1.456.000 jiwa. Dalam hal ini, setiap tahunnya jumlah penduduk di wilayah tersebut
terus menerus bertambah yang justru berbanding terbalik dengan kondisi laju
pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terkait dengan tren yang berfluktuatif

bahkan terjadi penurunan sampai di akhir periode.

Selain IPM dan kuantitas penduduk yang berperan terhadap proses
tumbuhnya perekonomian, Dinarjito & Dharmazi (2020) mengatakan bahwa
derajat desentralisasi fiskal termasuk salah satu faktor yang juga dapat menentukan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Para ahli ekonom yang sebagiannya percaya
bahwa pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, penanggulangan
ketimpangan, dan peningkatan kapasitas layanan publik dapat didorong oleh wujud
desentralisasi fiskal (Saputra & Mahmudi, 2012). Kekuasaan yang dipegang oleh
suatu daerah dapat berkontribusi pada perekonomian dengan memanfaatkan

kekayaan daerah setempat. Pemerintah daerah memerlukan bekal dana yang



bersumber dari kekayaan asli daerah serta yang berasal dari pemerintah pusat yakni
dana perimbangan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian (Datu et al.,
2021). Dengan adanya wewenang secara mandiri untuk memperoleh penghasilan
dan mewujudkan peran alokasi dari penerapan prioritas pembangunan yang

diselenggarakan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Setiap daerah di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Sumatera tentunya
diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara otonom potensi
yang terdapat di daerah masing-masing. Kewenangan ini dapat menciptakan tingkat
kemandirian di setiap daerah yang diukur dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).
DDF merupakan perbandingan dari hasil Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah
penerimaan daerah. Grafik berikut menggambarkan tingkat DDF di 5 provinsi

tersebut:
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Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2016-2020

Gambar 1.3 Rasio DDF Kelima Provinsi di Pulau Sumatera dalam Periode 5
Tahun (2016-2020)



Dilihat dari Gambar 1.3, selama 2016 sampai 2020 derajat desentralisasi
fiskal di kelima provinsi Pulau Sumatera secara umum mengalami tren yang agak
berfluktuatif. Tingkat DDF yang masuk ke dalam kategori kurang yakni dari Aceh
dengan rerata 17 persen. Untuk kategori sedang terdapat 2 provinsi yaitu Kep. Babel
dengan rerata 31 persen dan Kep. Riau sebesar 34 persen. Pada kategori yang sudah
tergolong baik dipegang oleh Riau dan Lampung yang mencapai rerata masing-

masing 42 persen dan 41 persen.

Dapat ditinjau dari kondisi DDF kelima provinsi dalam waktu 5 tahun
terakhir ini telah mencakup kategori yang bervariatif (kurang, sedang, dan baik).
Selain itu, berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa dari segi
pembangunan manusia pada lima provinsi studi sudah mengalami peningkatan dan
tergolong berhasil dalam membangun SDM yang bermutu serta dari indikator
jumlah penduduk, provinsi-provinsi tersebut terus mengalami penambahan
populasi dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari ketiga faktor tersebut yang bertindak
sebagai variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini, terutama dari kondisi
IPM dan kuantitas penduduk telah tergolong dalam keadaan yang baik. Namun,
mengenai keadaan variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi justru berada
dalam ketidakstabilan dan bahkan mengalami penurunan. Dengan demikian, terkait
dengan masalah pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti tertarik untuk melihat
pengaruh antara ketiga faktor yang dijadikan varibel bebas dengan variabel
terikatnya yakni pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi Pulau Sumatera selama 11

tahun masa penelitian (2010-2020).
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1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat diangkat
perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pengaruh
faktor Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Derajat Desentralisasi
Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: 5 provinsi di Pulau

Sumatera) tahun 2010 hingga 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari perumusan masalahnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk
menganalisis pengaruh faktor indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan
derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi kasus: 5

provinsi di Pulau Sumatera) tahun 2010 hingga 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terkategori menjadi dua manfaat yakni:

1) Manfaat Teoritis
a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh lembaga akademik seperti
dosen ataupun mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan mengenai
peran pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhinya.
b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperdalam pembahasan
terkait dengan teori dan konsep yang berhubungan dengan bidang ilmu

ekonomi dan keuangan daerah yang mencakup di dalamnya mengenai tata
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pengelolaan aset dan potensi daerah yang berkontribusi untuk
menumbuhkan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan.
2) Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan
khususnya yang berhubungan dengan topik yang dikaji.

b. Bagi Pemerintah Derah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera,
penelitian ini bisa dipergunakan menjadi acuan untuk melihat kondisi dari
indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk setempat, dan tingkat
derajat desentralisasi fiskal (kemandirian fiskal) yang dicapai oleh provinsi-
provinsi terkait. Dengan demikian, nantinya pemerintah daerah di Pulau
Sumatera dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dalam rangka
mengoptimalkan dan memperbaiki kondisi yang berkaitan dengan peran
dari kemampuan dan kualitas SDM serta tingkat kemandirian daerah
masing-masing.

c. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan informasi guna
menambah pengetahuan serta bahan rujukan untuk penelitian yang akan

dilakukan di masa mendatang.
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